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PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

RANCANCAN

PI〕 RATlサ ltAN DAERAH KABUPATEN SITlり BOND0
NOMOR 15■｀AHUN 2003

TENTANG

ST,IST]NAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAIIMAT TUI,IAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITT]BONDO,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003
tentang Pedoman organisasi Perangkat Daerah, maka status kelembagaan
Sub Dinas Tenaga Kerja dan Sub Dinas Transmigrasi pada Dinas
Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten situbondo sebagaimana
diatur dalarn Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun
2001 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan
dan Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo ditinjau kembali ;

bahwa guna maksud tersebut dalam huruf a konsideran ini, dan sebagai
pelaksanaan ketentuan Pasal 68 ayat (l) Undang - undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pernerinlahan Daerah, serta dalam rangka optimalisasi
pclaksanaan kcwonangan bidang 'l'cnaga Kcrja dan Bidang Transmigrasi
perlu menetapkan Susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten situbondo dengan suatu peraturan Daerah.

lJndang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-
dacrah Kabupaten dalam t.ingkungan Propinsi Jawa 'r'imur (Lembaran
Ncgara ltopublik lndonesia'l'ahun 1950 Nomor 19,'l'ambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 9) juncto peraturan pemerintah Nomor
28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Tempat Kedudukan
Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia'fahun 1972 Nomor 38) ;
Undang-undang Nomor 22 'l'ahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan
Perburuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 42,
'f 'arnbahan Lsrnbaran Negara ltepublik lndonesia Nomor lZ27);

;tJndang-urrdang Nomor I Tahun 1970 tentang Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun lgTo
Nomor l, 'famtrahan l-cmbaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 2918) ;
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4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) juncto Ljndang-
rundang Nornor 43 'fahun 1999 tentang perubahan Atas Undang-undarig
Nomor 8 'l'zrhun 1974 tcntang pokok-pokok Kepegarvaian (Limbaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Reprrblik Indonesia Nomor 3890) ;

5. l-lndang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan sosial Tenaga
Kerja (l.embaran Negara Itepublik Indonesia Tahun 1992 Nomor li,
'l'arnbahan l.cmbaran Negara Itepublik lndonesia Nomor 346s) ;

6. Undang-undang Nomor l5 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
(Lenrbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan
I-embaran Negara ltepublik Indonesia Nomor 36g2);

7. Undang-undang Nornor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Itepublik Indonesia Nomor 3g39) ;

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun r999 tentang perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 38a8) ;

9. undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, rambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 'fahun 1999 tentang penyelenggaraan
Transmigrasi (l-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor
4, Tarnbahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3g00) ;

I 1. Peraturan Pernerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan propinsi Sebagai Daerah otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang pedoman organisasi
I)erangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4262);

13. l'cralurarr l)crncrirrtalr Nornor 9 'l'alrun 2003 tcntang Wewcnang
I)cngangkalarr, Pcnrindahan, dan Pernberhentian pegarvai Negeri Sipii
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2$) ;

14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor.Kep.ll645lNtEN/19g5 tentang
Pedoman Pelaksanaan l{ubungan Industrial pancasila ( HIp ) ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah Nomor 2l rahun
2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan produk-produk
Hukum Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah Nomor 22 Tahun
2001 tentang Bentuk Produk-produk l{ukum Daerah ,

17. Keputusan Menteri DqJam Negeri dan otonomi Daerah Nomor 24 Tahun
2001 tentang Lembaraff Daerah dan Berita Daerah ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 - 67 Tahun 2002 tentang
Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;
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19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2001 tentang
Susunan Organisasi dan 'l'ata Kerja Dinas Kependudukan f)an Tenaga
Kerja Kabupaten Situbondo (l,embaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri
C, tanggal l2 Pebruari 2001, Nomor 23lC) .

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABIJPATEN SITUBOND0

MEMllTUSKAN:

Mcnctapkan :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENACA
KERJA DAN TRANSⅣIICRASI KABUPATEN SITUBONDO.

BABI

KETENTUAN IJⅣ lU■ lI

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

l. Pcrnerintalt Kabupalen adalah Bupati beserta Perangkat f)aerah Otonom

1,arrg lain scbagai lladarr liksckutil'Dacralr,
2. Descntralisasi adalah penycrahan wewenang pemerintahan oleh

l)emerintah kepada Daerah Otonom dalam rangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia ;

3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pernerintah kepada
Gubernur sebagai rvakil Pemerintah dan atau Perangkat Pusat di Daerah ;

4. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan
rnengurus kepentingan masyarakat sctcmpat menurut prakarsa sendiri
bcrdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraluran perundang-
undangan ;

5. Daerah Otonom, selajutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik
lndoncsia ;

6. Bupati adalah Bupati Situbondo ;

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo ;

8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Unsur Pelaksana Pemerintah
Kabupaten di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;

9 Dinas Tenaga Kerja dan 'Iransmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan
Transmrgrasi Kabupaten Situbondo ,

.10. 
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Situbondo;

I l. Unit l)elaksana I'eknis Dinas, selanjutnya disingkat UP'I'D, adalah Unsur
Pelaksana Operasional Dinas di Lapangan ;
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12. Transmigrasi dalam prespektif mobolitas penduduk adalah perpindahan
dari atau perpindahan penduduk dari suatu Daerah ke Daerah lain untuk
tinggal menetap dalam rangka memperoleh mutu kehidupan yang lebih
sejahtera [raik karena keinginan sendiri, dimotivasi oleh pihak lain maupun
karena terpaksa ;

13. Resettlemen atau pemukiman kembali adalah penataan dan penanganan
penduduk rentan pengunsian melalui pemukiman kembali ;

14. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga keda
pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja ;

15. Tenaga Ker.1a adalah setiap seorang laki-laki atau wanita yang sedang
dalarn dan atau melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar
hubungan kerja guna rnenghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat ;

16 Pekerla adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja
pengusaha dengan menerima upah ,

17. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha
secara lisan dan/atau tertulis, baik untuk waktu tertentu maupun untuk
untuk waktu tidak tertentu yang membuat syarat-syarat kerja, hak, dan
kcwa.iiban para pihak ;

18. lltrtrurrgan lnduslrial adalah suatu sistcrn hubungan yang berbentuk antara
pelaku proses produksi barang atau jasa yang meliputi pengusaha pekerja
dan pcmerintah ;

19. Serikat Pekerja adalah Organisasi Pekerja yang bersifat mandiri,
dernokratis, bebas, dan bertanggung jarvab yang dibentuk dari, oleh dan
untuk pekerla guna melnperjuangkan hak dan kepentingan kaum pekerja
dan keluarganya ;

20 l.cmbaga Kcrja Sarna Ripartid aclalah lrorum Kornunikasi, Konsultasi, dan
Musyarvaralt lcntartg tnasalalt ltubungan industrial di perusahaan yang
anggotanya tcridiri dari unsur pcngusaha dan unsur pekerja ;

21. l-embaga Kerja Sama Tripartid adalah Forum Komunikasi, Konsultasi dan
Musyawarah, dalam rangka hubungan industrial yang anggotanya terdiri
dari unsur Pengusaha, Pekerja dan Pemerintah ;

22. Peralurern Perusahaan adalah Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh
pengusaha yang momuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan ;

23. Kesepakalan Kerla Bersama adalah kesepakatan hasil perundingan yang
disclclrggarakan olch Scrikat Pokerja atau gabungan Serikat Pekerja
dengan pcngusaha atau gabungan pengusaha yang memuat syarat-syarat
kerja, untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban kedua belah
pihak;

24. Penutupan Perusahaan (Lock Out) adalah tindakan pengusaha meng
hentikan sebagian atau seluruh kegialan perusahaan sebagai akibat
penyelesaian perselisihan industrial yang tidak mencapai kesepakatan,
sLlpaya pekerja tidak mengajukan tuntutan yang melampaui kemampuan
perusahaan ;

25. Pemutusan llubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena
suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban
pekerja dan pengusaha ;

26 Kesejahteraan Pekerja adalah suatu pemenuhan kedudukan dan/atau
keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik dalam maupun luar
hubungan kerja yang secara langsung dan tidak langsung dapat
mempertinggi produktifitas kerja ;

27. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja
dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari
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penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai akibat
peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan
kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia ,

28 I'}elatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh,
rneningkatkan, serta rnengembangkan ketrarnpilan atau keahlian,
produktilitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat ketrarnpilan dan
keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau
pekerja baik disektor fbrmal maupun di sektor informal ;

29. Pemagangan adalah bagian dari system pelatihan kerja yang
diselenggarakan secara terpadu anlara pelatihan di lembaga pelatihan
dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan
instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi
barang atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai ketrampilan atau
keahlian tertentu ;

30. Pelayanan Penempatan 1'enaga Kerja adalah kegiatan untuk
mempertemukan tenaga kerja dengan pengguna tenaga kerja supaya
tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat
dan kenrarnpuan serta pengguna tenaga kerya memperoleh tenaga kerja
yang sesuai dengan kebuluhan ;

31. 'l'cnaga Kerya Warga Negara Asing adalah Warga Negara Asing
porncgang Visa dcngan maksud bel<erja di rvilayah lndonesia ;

32. Usaha Sektor lnfbrmal adalah kegiatan orang perseorangan atau keluarga
atau beberapa orang yang melaksanakan usaha bersama untuk melakukan
kegiatan ekonomi atas dasar kepercayaan dan kesepakatan, dan tidak
berbadan hukurn ;

33. Dewan Ketenagakerjaan Daerah adalah F-orum Koordinatif yang
mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati
dal a rrt rangka rnenetapkan kebrl aksanaan di bidang ketenagakerj aan.

BAB II

PEⅣIBENTUKAN

Pasa1 2

1)cn3an l)じ raturan l)acrah illi dibcntuk Dinas Tcnaga Kctta dan Transmigrasi

Kabupatcn Sittibondo

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS DAN FIJNGSI

[)asal 3

( I ) Dinas 'I'enaga Kerja dan 'l'ransmigrasi adalah unsur pelaksana
Pemerintah Kabupaten di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;

(2) Dinas 'fcnaga Kerja dan'fransmigrasi
berada di bawah dan bertanggung
Sekretaris Daerah ;

(3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
bidang teknis administrasi dibina dan
[)aerah.

dipimpin oleh Kepala Dinas yang
jawab Kepada Bupati melalui

dalarn melaksanakan tugasnya di
dikoordinasikan oleh Sekretaris
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Pasal4

L)inas 'l'enaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati
dalam melaksanakan kervenangan di bidang ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian.

l'asal 5

l)alarn melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian ;

b. Pelaksanaan Kerjasama antar Kabupaten dan Lembaga di bidang
kelenagakerjaan dan ketransmigrasian ;

c. Penyusunan program di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigasian ;
d. Pelatihan ker.;a ;

o. Pengkoordinasian, pengendalian, pengarvasan dan evaluasi di bidang
ketenagakerjaan dan ketransmigasian ;

I. l)elaksanaan transmigrasi dan pemukirnan kembali ;

g l)emberian iiin dan pe layanan umum bidang ketenagakerjaan dan
ketransrnigrasian ;

h. Pembinaan terhadap Unit pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup Dinas
Tenaga Ker.1a dan Transmigrasi ;

i. Pengelolaan urusan ketatausahaan ;

j Pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
k. I)elaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB ry
ORGANISASI

l,asal 6

( l) organisasi l)inas'l'enaga Kcrja dan J'ransmigrasi terdiri dari:

a. Kepala Dinas;
b. Bagian'l'ata Usaha ;
c. Bidang-bidang;
d. Sub-sub tlagian ;
c Scksi-scksi ;
l. Kelompok Jabatan liungsional ;g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagian Tata usaha dipimpin oreh Kepala Bagian Tata usaha, Bidang
dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-rnasing berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinai;

(3) Bagan Struktur organisasi Dinas Tenaga Keqa dan Transmigrasi
sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagiin yang
tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
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Bagian PcrtaIIla

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 7

li:rgiart 'l'itla I lsit]tit rllonr[)u,ryili tugas nrernberikan pclayanan te knis
itdtttiltislralil'kcpada sclurult satualr organisasi clalaut lingkungan Dinas
'l'enaga Kerja dan'l'ransmigrasi.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata
[Jsaha rnenyelenggarakan fungsi .

a- Pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan dalam, dan
administrasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;

b. Penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi ;

c. Pclaksanaan urusan keuangan;

d. Pelaksanaan urusan bina progranr;

e. l)elaksana urusan kepegarvaian ;
f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
g. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

( I ) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum;

tr. Sub Bagian Perencanaan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dipimpin
oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian'l-ata Usaha.

Bagian Kedua

llll)AN(〕 PI]l′ AT‖ lAN l麟
1)ltNl〕 1ヽ1)A'1｀ AN'I｀ l〕 NA(〕 A KE」L:A

Pasal l0

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu
Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja.

Pasal I I :'

ljntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Bidang
I'}elatihan dan Penempatan'Ienaga Kerla menyelenggarakarl fungsi :

a. Perencanaan kegiatan pelatihan dan penempattln Tenaga Kerja ;

b. Pengawasan dan pengendalian pelatihan dan ponempatqp Tenaga Kerja ,

c. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;

d. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
e. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
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Pasal 12

( l) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerla terdiri dari :

a. Seksi Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja ;

b. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja.

(2) Masing - masing Seksi sebagaimana dimaksud panda ayat (l) dipimpin
oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan'fenaga Kerja,

Bagian,Ketiga

BIDANG PERI」INDUNGAN DAN PENCAWASAN
TENAGA KERJA

Pasal 13

Bidang Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja mempunyai tugas
nrcrnbantu Kcpala Dinas dalam nrelaksanakan tugas Dinas Tenaga Keria dan
'l'ransrnigrusi di llidang l)r:rlirrdungan dan l)cngarvasan Tenaga Kerja.

Pasal l4

lJntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal l3 Bidang
Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja menyelenggarakan fi.rngsi :

a. Perencanaan kegiatan perlindungan dan pengawasan 1'enaga Kerja ;

b. Pemberian perijinan bidang Perlindungan dan Pengawasan Tenaga KerJa ;

c. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka program Perlindungan dan
Pengawasan'Ienaga Kerja ;

d. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan,

e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;

L Pelaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal l5

(l) llidang l'}crlindungan dan Pcngawasan'lenaga Ker-ia terdiri dari .

a. Seksi Hubungan lndustrial dan Syarat Kerja ;

b. Seksi Pengawasan T'enaga Ker1a.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja.

Bagian]Keempat

BIDANG TRANSMIGRASI

Pasal l6

tlidang 'l'ransmigrasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
melaksanakan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang
transmigrasi. 
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Pasal 17

I lrtlrrk tttclitksaltakittt lugits tlirttaksutl tlllarn l'asal l6 llidang 'l'ransrnigran
mcnyelenggarakan lirngsi :

a. Perenoanaan kegiatan'l'ransmigran dan Pemukiman Kembali ;

b. Perencanaan kegiatan pemberdayaan kawasan transmigrasi dan pemukirnan
kembali ;

c. Pclaksanaan pengcrahan pe nduduk rnelalui Transrnigrasi dan penatian
penduduk melalui Pemukiman Kembali ;

d. l)elaksanaan penyuluhan kepada masyarakat tentang program I'ransmigsasi
dan Pemukiman Kembali ;

e. Pelaksanaan pelatihan bagi Peserta Pernukiman Kembali ;

f. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;

g. Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas;
h. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal I 8

( I ) Bidang'Iransmigran terdiri dari :

a. Seksi Penyiapan Transrnigrasi dan Pemukiman Kembali ;

b. Seksi Pengerahan dan Pemberdayaan 'lransmigran dan pemukiman
Kembali.

(2) Masing-rnasing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat(l) dipimpin oleh
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang'l'ransm i grasi.

Bagian Kelima

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal l9

( l) Kelompok Jabatan Fungsional rerdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang

.iitbitlitn lirngsional yang tcrtragi dalarn bcrbagai kclornpok scsuai tlcngan
bidang kcahliarrnya ;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan setragian
tugas teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai bidang keahlian
dan kebutuhan ;

(3) Kelornpok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga
lungsional senior dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas ,

(4) Jurnlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat,jenis, dan beban
kerla ;

(5) Jenis Jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
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UNET PELAKSANA TEKNIS DINAS

l'asal 20

( l) tlnit l)r:laksana 'l'cknis Dinas rnerupakan unsur pelaksana yang
menyelenggarakan sebagian urusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
dalam suatu tugas teknis operasional tertentu ;

(2) lJrrit l)claksana 'l'eknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
di bawah dan bcrtanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Bupati.

BAB V
'IA'TA KERJA

Pasal 2l

( l) Semua satuan organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip
koordinasi, inlegrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi ,

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah ;

(3) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan
Ke pal a Sek si berkewaj i ban mel aksanakan pri nsi p-pri nsip keterpaduan dan
pemanf-aatan pelaksanaan program, baik dalam lingkup Dinas maupun
dengan Instansi lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing setelah
mendapat petunjuk dari Kepala Dinas ;

(4) Kepala Bagran 'l'ata Usaha, Kepala llidang, Kepala Sub Bagian dan
Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan,
dan pembinaan kepada bawahannya, serta melaporkan pelaksanaan
tu gasnya men urut j enj an g.1 abatan m asi n g-m asi n g.

BAB VI

PEN(〕ANGKATAN DAN PEpIBERHENTIAN

DALAⅣIJABATAN

Pasal 22

( l) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, dan Kepala Bidang diangkat
dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah ;

(2) Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh
Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati ;

(3) Kelornpok Jabatan h-ungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

(l) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap;
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(2) Apabila Pejabat struktural di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dair'l'ransrnigrasi berhalangan daram mcnjalankan tugasnya, maka Atasan
l.ansung l'}ejabat dimaksud dapat menunjuk salah satu pejabat struktural
untuk rnewakilinya.

BAB VII
KB'I'IiNTTIAN PI'RALIIIAN DAN PBNTJTTIP

Pasal 24

uraian tugas masing-masing Kepala Sub Bagian dan Kepala seksi Dinas
1'enaga Kerja dan Transmigrasi akan ditetupkun dalam Keputusan Bupati
dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan Daerah ini.

Pasal 25

l)craluran Dacrah ini nrulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daeiah
Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 28 Januari 2004

Diundangkan di Situbondo

, panda tanggal 3 Pebruari 2004

DAERAH KAHUPATEN
BOND0
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Diuinuinkan di Situbondo

pada tan38a1 5 Pcbruari 2004

AnoSEKRETARIS DAERAH KABIjPATEN

BI]RITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2004 SERI D NOMOR 14
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBOND0
NOMOR 15 TAHUN 2003

TENTANG

SIJSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN■ ｀RANSルlIGRASI KABUPATEN SITUBOND0

PENJBLASAN UMTJM

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang pedoman
Organisasi l)erangkat Daerah, maka slatus kelembagaan Sub Dinas Tenaga Kerfl dan Sub
l)inas 'l'ransmigrasi pada Dinas Kependudukan dan T'enaga Keqa Kabupaten Situbondo
scbagaimana diatur dalarn Peraturan Daerah Kabupaten Situbontlo Nomoi23 Tahun 2001
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Situbondo,
l.ertrbaritn I)aerah Kabupaten Silubondo Seri C, tanggai l2 pebruari ZOOt, Nomor 231C,
ditirrjau kcrnbali.

H.PENJELASAN PASAL DEPII PASAL

l)asal I : Pasal ini memuat pengertian istilah yang clipergunakan
dalam Peraluran Daerah ini.
Pengertian tersebut dimaksudkan untuk mencegah
timbulnya salah tafsir dalam memahami du,
rnelaksanakan pasal-pasal yang tercantum dalam
Paeraturan Daerah ini.

. Clukup.iclas.

: Yang dimaksud Pejabat Fungsional adalah kedudukan
yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang
dan hak seseorang pegawai Negeri Sipil dalam suati
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan atau ketrampiran terteniu
serta bersifat mandiri.

: Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 22

l'asal ? sarnpai dcngan Pasal l8

l)asal l9 ayat ( l)

I)asal l9 ayat (2) sampai dengan
I)asal 25
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